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MOTTO 

 

Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena 

hanya karena keadilanlah ada jaminan kestabilan dan ketentraman 

dalam hidup manusia. 

(John Rawls) 
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RINGKASAN 

 

Hukum Persaingan Usaha adalah hukum yang mengatur tentang interaksi perusahaan 

maupun antar para pelaku usaha di pasar. Untuk dapat memahami apa dan bagaimana hukum 

persaingan usaha berjalan dan dapat mencapai tujuan utamanya, maka diperlukan 

pemahaman mengenai dasar hukum yang mengaturnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta 

konsep bagaimana penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat sebagai sarana penciptaan 

demokrasi di bidang ekonomi. Namun keberadaan Undang-Undang Persaingan Usaha juga 

masih belum mampu sepenuhnya mengatasi persoalan-persoalan antar pelaku usaha, dalam 

hal ini khususnya terkait dengan perkara Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang 

Cable System Project PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009. 

Permasalahan praktik persekongkolan tender yang telah diputus oleh Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha dalam putusannya nomor 36/KPPU-L/2010 ini, yang pada dasarnya 

terdapat ketidaksesuaian antara tindakan para pelaku usaha dengan Undang-Undang 

Persaingan Usaha. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini 

ialah (1) Apakah dalam Tender Pengadaan Palapa Ring Mataram-Kupang Cable System 

Project PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Tahun Anggaran 2009 terdapat praktik 

persaingan usaha tidak sehat dilihat dari analisa KPPU dengan tindakan para pelaku usaha? 

dan (2) Apakah putusan KPPU No. 36/KPPU-L/2010 sudah sesuai dengan azas keadilan bagi 

para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut?. Tujuan pokok dalam penelitian skripsi ini 

ialah (1) Untuk mengetahui dan memahami ada tidaknya praktik persaingan tidak sehat 

dalam kegiatan tender yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan (2) Untuk mengetahui dan 

memahami relevansi atau kesesuaian antara putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

dengan substansi pasal-pasal yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

 

Di dalam penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. 

Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji 

penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang terdapat di dalam hukum positif. Di dalam 

penelitian yuridis normatif, maka dapat digunakan pendekatan, yaitu pendekatan perundang-

undangan (statute approach) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang 

menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Bahan hukum yang digunakan 

meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. 

 

Pelaksanaan tender Mataram-Kupang Cable System Project pada prinsipnya tidak 

melanggar praktik diskriminasi (Pasal 19 huruf d) dan persekongkolan dalam tender (Pasal 

22) dengan memperhatikan ketidaksesuaian antara tindakan dari para pelaku usaha (PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk dan Huawei Sansaine Consortium) dengan Undang-Undang 

Nomor 5 tahun 1999. Penerapan prinsip pendekatan rule of reason juga menjadi aspek yang 

penting untuk menilai ada tidaknya praktik persekongkolan tender MKCS tersebut yang pada 

dasarnya tidak menghambat persaingan antar para pelaku usaha. Pada dasarnya azas keadilan 

sudah tercermin dalam putusan KPPU nomor 36/KPPU-L/2010 mengenai perkara tender PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Hal ini dapat dilihat dari kriteria penting dalam putusan 

tersebut, yaitu tidak terpenuhinya unsur melanggar praktik diskriminasi. Tidak terbuktinya 

unsur Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Persaingan Usaha dilandasi dengan analisa KPPU 

dan pertimbangan Majelis Komisi. Perusahaan ini merupakan BUMN publik, sehingga dalam 

melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Good Corporate Governance dengan tidak 

terbukti melanggar praktik diskriminasi. 
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Kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan skripsi ini ialah pertama, bahwa 

berdasarkan perkara mengenai pengadaan tender yang diselenggarakan oleh PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha, pada dasarnya 

merupakan tender yang sah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Atas 

dasar hal tersebut, maka sah atau tidaknya pelaksanaan tender tersebut dapat ditinjau dari 

tidak terpenuhinya unsur-unsur melanggar praktik diskriminasi dan persekongkolan tender 

yang dapat dilihat dari ketidaksesuaian antara tindakan dari para pelaku usaha dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini juga diperkuat dengan penerapan prinsip rule 

of reason dalam persekongkolan tender Mataram Kupang Cable System Project tersebut yang 

pada dasarnya tidak menghambat persaingan antar para pelaku usaha. Kedua, di dalam 

putusan KPPU nomor 36/KPPU-L/2010 mengenai perkara tender PT. Telekomunikasi 

Indonesia, Tbk sudah tepat azas, yaitu azas keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam 

perkara tersebut, terbukti dengan tidak terpenuhinya unsur melanggar praktik diskriminasi 

maupun persekongkolan tender. 

 

Saran dari pembahasan skripsi ini ialah pertama, bagi Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha (KPPU) harus lebih teliti dan cermat dalam menganalisa kasus-kasus yang sedang 

ditangani. Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus konsisten dalam melaksanakan 

penegakan Undang-Undang Persaingan Usaha dan peraturan pelaksanaannya. Kedua, bagi 

para aparat penegak hukum juga harus ikut berperan dalam penegakan norma hukum 

persaingan usaha. Dengan perkataan lain, dalam rangka penegakan Undang-Undang 

Persaingan Usaha yang berorientasi pada terciptanya iklim usaha yang sehat, kondusif, dan 

kompetitif itu, maka harus diperlukan adanya komitmen dan tekad yang kuat dan konsisten 

merupakan salah satu persyaratan mutlak yang harus ada di antara semua pihak baik pembuat 

kebijakan maupun penegak hukum di Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), 

Pengadilan Negeri, dan Mahkamah Agung, bahkan para pengacara (lawyer). Ketiga, bagi 

pelaku usaha juga harus ikut berperan aktif dalam mewujudkan iklim persaingan usaha yang 

sehat dan kondusif. Keempat, bagi masyarakat juga harus ikut berkontribusi (andil) dalam 

mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat. 
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